BAB V
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil analisis tentang Yuridis Putusan Hakim
Pengadilan Kelas 1A Kupang dalam Sengketa Nomor: 142/ Pdt.G/
2018/ PN Kpg, penulis mengambil kesimpulan bahwa Putusan Hakim
Perkara Nomor 142/ Pdt.G/ 2018/ PN Kpg tidak mencerminkan rasa
keadilan karena:

Pertama, untuk Sertifikat Hak Milik Nomor:492/Kel. Kelapa
Lima Tahun 1989. Penulis mengambil kesimpulan bahwa Amar Putusan
yang mengatakan “Sertifikat Hak Milik Nomor:492/Kel. Kelapa Lima
Tahun 1989 Sah dan memiliki Kekuatan Hukum” tidak adil karena
Data Fisiknya salah tidak sesuai dengan Gambar Situasi 1984, Fakta
Lapangan dan Warkah/ Buku tanah.

Kedua, untuk Akta Jual Beli Nomor: 01/11I/KKU/1996. Penulis
mengambil kesimpulan bahwa Amar Putusan yang mengatakan
“Menyatakan Sah Jual-Beli Tanah Obyek Sengketa antara Ny. Henny
Gunawan Go dengan Penggugat, sesuai Akta Jual Beli Tanah
Nomor:01/111/KKU/1996, tanggal 01 Maret 1996, yang dibuat oleh
Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Silvester Joseph Manbaitfeto, SH” tidak
adil karena salah sebab berisi keterangan lokasi yang tidak sesuai

dengan faktanya sedangkan untuk mendapatkan izin itu tidak
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5.2.

dipermasalahkan oleh hukum karena itu hanya prosedur yang dibuat
oleh BPN.

Ketiga, untuk Ganti Rugi terhadap Para Turut Tergugat. Penulis
mengambil kesimpulan bahwa Amar Putusan yang mengatakan
“Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugugat Il, Tergugat | dan
Tergugat 1l untuk membayar segala biayas yang timbul dalam perkara ini
secara tanggung renteng sebesar Rp1,046,000,00” tidak adil bagi Para
Turut Tergugat karena Posisi mereka sama dengan Para Tergugat
karena mereka dihadirkan hanya untuk sebagai pelengkap saja dan
menurut hukum Para Turut Tergugat hanya dihukum untuk Tunduk
dan Taat pada putusan perkara ini.

SARAN
Dari kesimpulan diatas maka Penulis memberikan saran yaitu:

Pertama, supaya amar putusan terhadap Sertifikat Hak Milik
Nomor:492/Kel. Kelapa Lima Tahun 1989 dapat dikatakan adil maka
dengan menggunakan Teori Korektif milik Aristoteles, Penulis
memberikan Saran yaitu Para Pihak diminta untuk melakukan Upaya
Hukum Banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding yang akan
memerintah Turut Tergugat Il BPN untuk memperbaiki Sertifikat ini.
Dengan demikian Sertifikat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kedua, supaya amar putusan terhadap Akta Jual Beli Nomor:
01/11I/KKU/1996 dapat dikatakan adil maka dengan menggunakan
Teori Korektif milik Aristoteles, Penulis memberikan Saran yaitu Para

Pihak
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diminta untuk melakukan Upaya Hukum Banding dan Majelis Hakim
Tingkat Banding memerintahkan Silvester Joseph Manbaitfeto, SH sebagai
PPAT untuk memperbaiki Akta Jual Beli Nomor: 01/111/KKU/1996
disesuaikan data fisiknya dengan Sertfikat Nomor: 492/Kel. Kelapa Lima
Tahun 1989 yang telah diperbaiki oleh BPN dengan demikian Akta Jual
Beli Nomor:01/111/KKU/1996 menjadi benar dan untuk prosedur izin dapat
membuat akta Jual Beli tidak di taati tidak jadi masalah karena Hukum
lebih memperhatikan Sahnya Akta Jual Beli di buat di hadapan PPAT
bukan prosedur sebelum membuat Akta Jual Beli.

Ketiga, dikarenakan amar putusan Majelis Hakim tidak adil terhadap
Para Turut Tergugat karena menyamakan posisi Para Turut Tergugat dengan
Para Tergugat maka dengan menggunakan Teori Korektif milik Aristoteles,
Penulis memberikan Saran yaitu Para Turut Tenggugat meminta Upaya
Hukum Banding agar amar putusan terhadap mereka terkait membayar ganti
rugi tidak akan dipertahankan dan dibatalkan oleh Majelis hakim Tingkat

Banding.
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